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ABSTRAK 

 

 

Irwan Nova Ariyoga. 202120251038. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan 

Negara Dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

   

 

Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional 

sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran 

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, 

tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang 

pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Upaya pemberantasan 

korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi 

terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih 

membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Tindakan 

pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi bukan suatu alasan pembenar yang 

dapat menghapuskan pidana, namun berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa tindakan 

mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi hanya menjadi faktor yang 

meringankan pidana, bukan menghapuskan pidana. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan kerugian keuangan 

negara, terkait dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

didasarkan pada berbagai faktor seperti besarnya kerugian keuangan negara, 

upaya pelaku untuk mengembalikan kerugian, sikap terdakwa selama 

persidangan, dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman. 

 

 

 

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Korupsi, Pengembalian Kerugian 

Keuangan Negara 
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ABSTRACT 

 

 

 

Irwan Nova Ariyoga. 202120251038. The Imposition Of Criminal Charges 

Against Perpetrators Of Criminal Acts Of Corruption Who Have Caused Losses 

To State Finances Is Linked To Article 4 Of Law Number 31 Of 1999 In 

Conjunction With Law Number 20 Of 2001 Concerning The Eradication Of 

Corruption Crimes. 

 

 

Corruption is a criminal act that is very detrimental to state finances or the 

country's economy and hinders national development, so it can be said that the 

criminal act of corruption is a violation of the social and economic rights of 

society at large. Therefore, criminal acts of corruption need to be classified as 

crimes whose eradication must be carried out in an extraordinary manner. Efforts 

to eradicate corruption have been carried out for a long time using various 

methods, sanctions against perpetrators of corruption have been toughened, but 

almost every day we still read or hear news about corruption. The act of returning 

money resulting from a criminal act of corruption is not a justification that can 

cancel the crime, but based on the explanation of Article 4 of Law Number 31 of 

1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of 

Corruption Crimes it is said that the act of returning money resulting from a 

criminal act of corruption is only a factor that mitigates the crime, not eliminates 

the crime. 

The research method used in this research is a normative juridical research 

method using statutory and case approaches. Based on the research results, it can 

be seen that the judge's considerations in imposing criminal penalties on 

perpetrators of criminal acts of corruption who return and do not return state 

financial losses are related to Article 4 of Law Number 31 of 1999 in conjunction 

with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. 

based on various factors such as the magnitude of the state's financial losses, the 

perpetrator's efforts to recover the losses, the defendant's attitude during the trial, 

and factors that mitigate or aggravate the sentence. 

 

 

 

Keyword: Criminal Imposition, Corruption, Return of State Financial 
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